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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, peneliti dapat menarik simpulan bahwa: 

1. Penerapan prinsip transparansi pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten 

Pohuwato berada pada kriteria yang baik yang berarti bahwa sekolah 

menerapkan prinsip transparansi dalam menciptakan tata kelola sekolah yang 

baik dalam aspek keuangan maupujn administratif. 

2. Penerapan prinsip partisipatif pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten 

Pohuwato berada pada kriteria baik yang berarti bahwa sekolah menerapkan 

prinsip partisipatif dengan efektif dengan aktif melakukan komunikasi dengan 

bebagai pihak seperti komite sekolah, stakeholder kependidikan dan 

masyarakat. 

3. Penerapan prinsip akuntabilitas pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten 

Pohuwato berada pada kriteria baik yang berarti bahwa akuntabilitas secara 

vertikal maupun horizontal dilakukan dengan baik oleh sekolah sebagai 

bentuk pertanggungjawaban dalam menciptakan Good School Governance 

dalam organisasi sektor publik kependidikan. 

4. Penerapan prinsip kemandirian pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten 

Pohuwato berada pada kriteria baik yang berarti bahwa adanya efektivitas 

kemandirian dari warga sekolah dalam pengelolaan keuangan, pembelajaran 

dan administrasi sekolah. Kemandirian sekolah sebagai suatu upaya otonomi 

bagi sekolah agar seluruh kegiatan dan operasional sekolah menjadi tanggung 
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jawab sekolah tersebut dalam menciptakan Good Governance dalam 

lingkungan sekolah. 

  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, sehubungan dengan hasil penelitian ini 

penulis mengajukan beberapa saran yakni  

1. Prinsip transparansi perlu dioptimalkan dengan melibatkan semua guru dan 

berbagai elemen terkait dalam melakukan perencanaan agar tidak terjadi 

asimetri informasi yang diterima oleh kepala sekolah sehingga perencanaan 

yang dilakukan kurang optimal atau dalam hal ini kepala sekolah akan 

mengambil langkah konseptual dan pengembangan sekolah yang kurang tepat. 

Selain itu perlunya kepala sekolah melakukan monitoring rutin untuk 

mengumpulkan berbagai informasi dalam menunjang kemampuan konseptual 

dalam merencakan pengembangan sekolah yang lebih baik. 

2. Perlu adanya upaya konkrit dalam peningkatan prinsip partisipatif yakni 

dengan melakukan kerja sama bukan hanya dengan masyarakat, stakeholder 

pendidikan dan warga sekolah namun juga memanfaatkan alumni dari sekolah 

tersebut minimal setahun sekali untuk saling koordinasi dan tukar pikiran 

mengenai pengembangan sekolah yang lebih baik. Kemudian juga melibatkan 

pihak swasta seperti mengajukan berbagai hal yang positif kepada swasta yang 

melakukan program Corporate Social Responsibility (CSR) agar supaya 

siswa-siswa yang kurang mampu dan kategori lainnya dapat terbantu. 

3. Upaya akuntabilitas bebagai kegiatan sekolah perlu ditingkatkan dengan 

membuat sebuah sistem yang terintegrasi antara Dinas Pendidikan Provinsi 

Gorontalo dan Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo dengan sekolah-
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sekolah Menengah Atas agar sistem dan aplikasi ini menjadi sebuah kontrol 

untuk menilai akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja guru dalam 

penyelenggaran pendidikan. 

4. Pentingnya bagi Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo dan Badan 

Kepegawaian Provinsi Gorontalo untuk melakukan upaya peningkatan 

kompetensi dan komitmen dari guru, kepala sekolah dan warga sekolah 

lainnya dalam upaya untuk meningkatkan capaian penerapan prinsip-prinsip 

Good School Governance dalam organisasi sektor publik di Provinsi 

Gorontalo khususnya di Kabupaten Pohuwato. 
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